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ABSTRAK
Tesis ini berjudul: ”UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG
TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA
GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” Penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang
diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari
khazanah kepustakaan dan jenis penelitian Normatif Filosofis, yaitu penelitian
terhadap asas-asas hukum tentang tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam
perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditinjau dari hukum
Islam.
Tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan
Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya terkait perkara permohonan cerai talak
dan perkara gugatan cerai. Perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak
jelas), diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, Pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 ayat (1). Pemanggilan dapat dilakukan dengan
tiga cara berikut : (1)Penempelan di papan pengumuman Pengadilan yang perkara
tersebut didaftar, (2) Dengan cara mengumumkan disatu atau beberapa surat kabar
dan (3) Mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Tenggang waktu
pemanggilan selama 4 (empat) bulan.
Mengingat dan menimbang, zaman sudah serba modern, di mana masa 4
bulan tersebut sudah tak relevan lagi dengan situasi dan kondisi masa kini, dan
tenggang waktu tersebut selain dinilai kurang efektif dan efesien karena terlalu lama
antara jarak pendaftaran dengan persidangan sehingga tidak tertutup kemungkinan
pemohon lupa dengan permohonan perkara yang diajukannya, juga dapat dikatakan
kurang memperhatikan kepentingan pemohon bahkan dinilai berlebihan dalam
memperhatikan kepentingan Tegugat/termohon. Di samping itu, salah satu solusi
mengurangi tumpukan perkara asas peradilan adalah sederhana, cepat dan ringan di
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, bahwa rata-rata perkara ghaib setiap tahun
kurang lebih 25% dari perkara non ghaib. Dengan kata lain, jika Pengadilan telah
menerapkan pemanggilan semula tengang waktu 4 bulan, berubah menjadi 2 bulan
dengan bantuan media yang canggih seperti Informasi Transaksi Elektronik (ITE):
Hand Phone (HP), SMS Center, Faksimail, Surat Pos Kilat, Internet (Website resmi
Pengadilan Agama stempat) dan Email, maka secara otomatis dapat mengurangi
tumpukan perkara yang ada di Pengadilan, sehingga lebih efektif dan efesien karena
dapat mempercepat selesainya perkara.
Dalam tinjauan Fiqh, Imam al-Syafi’i, dalam Qaul al-Qadim-nya berpendapat
bahwa seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang
lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami
juga belum diketahui khabar dan keadaannya, maka ia dapat menjalankan iddah
wafat (4 bulan), kemudian sang isteri diperbolehkan menikah lagi. Dalam Madzhab
Malikiyyah berpendapat bahwa ketika seorang istri ditinggalkan suami dan tidak
diketahui keberadaannya (mafqud/ghaib) selama 1 tahun atau lebih, maka qadhi/
hakim dapat langsung memutuskan cerai. Bahkan ketika ghaibnya suami karena ada
uzur seperti berdagang, hakim dapat langsung memutus cerai jika istri mengadu. Hal
ini disebabkan istri mengalami kemudharatan yang besar ketika suami tidak
ada.Dalam Ushul Fiqh dikenal kaidah “al-Dhararu Yuzaalu” yang artinya:
kemudharatan itu harus dihilangkan.” Di samping itu dalam ushul fiqh dikenal
metode istimbath hukum “Mashlahah al-Mursalah.” Berdasarkan kaidah fiqh dan
ushul fiqh tersebut, maka upaya mengefektifkan tenggang waktu pemanggilan
tergugat dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama dari masa 4 bulan,
berubah menjadi 2 bulan atau lebih cepat dapat dipertanggungjawabkan baik secara
hukum Islam maupun secara logika dan perkembangan teknologi informasi. Dengan
bantuan media yang canggih tersebut pada akhirnya akan dapat mewujudkan tujuan
hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
ABSTRACT
The title of this thesis is “LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974 AND
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 OF YEAR 1975 REGARDING
THE DEFENDANT IN CALL GRACE PERIOD UNSEEN VIEWED FROM
ISLAMIC LAW. " This study is included in this type of library research, because the
data are examined in the form of manuscripts, books or magazines are sourced from
the treasury of literature and types of Normative philosophical research, namely the
study of the principles of the law of grace period in case the defendant summoning
supernatural divorce in religious courts according to Law Number 1 of Year 1974 and
Government Regulation Number 9 of  Year 1975 on Marriage viewed from Islamic
Law.
The grace period supernatural calling the defendant in a divorce case is set in
Law Number 1 of Year 1974 and Government Regulation Number 9 of  Year 1975 on
Marriage. The calling party litigants in the Religious Courts regulated in Law
Number 7 of Year 1989 in conjunction with Government Regulation Number 9 of
Year 1975, especially related to the case for divorce divorce and divorce cases.
Divorce case to the unseen (the address is not found), regulated in Law Number  7 of
Year 1989 in conjunction with Law Number 1 of Year 1974 On Marriage and
Government Regulation Number 9 of Year 1975, in Article 20 paragraph (2) and
Article 27 paragraph (1). The invitation can be done in three ways: (1) Attachment in
the notice board of the court cases listed, (2) By way of announcing in one or several
newspapers and (3) Mass media otherwise specified by the Court. Calling for a grace
period of 4 months .
Considering and weighing, hyper modern era, in which the 4 month period of
no longer relevant to the present circumstances, and the time frame in addition to less
effective and efficient because the distance is too long between trial registration with
the applicant so that it is possible to forget the filing of the petition cases, it can also
be said less attention to the interests of the applicant overrated even in regard to the
interests of the defendant/respondent. In addition, one solution to reducing the
principle of judicial cases pile is simple, fast and light on Religious Courts in
Indonesia, that the average of unseen cases each year approximately 25 % of cases of
non supernatural . In other words, if the Court has applied the original call tengang 4
months, turned into two months with the help of sophisticated media such as
Information Electronic Transactions (ITE) : Hand Phone, SMS Center, Faksimail,
Overnight Mail, Internet (Websites Religious Court Official) and Email, it can
automatically reduce the pile of cases in court, making it more effective and efficient
as it can speed up the completion of the case.
In a review of Fiqh, Imam al-Shafi'i, in qaul his al-Qadeem found a wife who
left her husband without a news story in a long time, then he had to wait for four
years, if during that time the husband is also not known and the situation, then he can
run idda died (4 months), then the wife is allowed to marry again. In Malikiyyah
school of thought that when a husband and wife were left unaccounted for
(mafqud/unseen) for 1 year or more, then the qadi/judge can immediately decide
divorce. Even when there uzurpun husband ghaibnya such as trade, the judge can
decide a divorce if the wife immediately complained . This is due to the wife suffered
great harm when the husband is not found. Dalam Ushul Fiqh, known rule "al-
Dhararu Yuzaalu" which means, “the harm must be eliminated.” Besides the known
methods istimbath usul fiqh law "Mashlahah al-Mursalah," based on the principles of
fiqh and usul fiqh, then attempt to streamline the calling time limit a defendant in a
divorce case in court unseen Religion of the past 4 months, turned into 2 months or
sooner can be accounted for either Islamic law or in logic and the development of
information technology. With the help of advanced media will eventually be able to
realize the goal of which is to bring the benefit of Islamic law and rejects any harm.
التجرید
لسنة 9رقموالأنظمة الحكومیة4791لسنة 1القانون رقم: "الموضوع ھذه الرسالة
مجال الشریعة الإسلامیة."فيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظار5791
یتم الحصول على،مخطوطاتفي شكلالبیاناتفحص، لأنھ یتمالبحثمكتبةمنھذه الدراسة
مبادئدراسةوھي،المعیاریةالفلسفیةأنواع البحوثالأدب ومن خزینةأو المجلاتالكتب
وفقاالمحكمة الشریعةفيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظارالقانون
.الشریعة الإسلامیةمجالفي5791لسنة 9رقمالحكومیةالأنظمةو4791لسنة 1للقانون رقم
المحكمة الشریعةفيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظاریتم تعیین 
للمتقاضین یدعو الحزب .5791لسنة 9رقمالحكومیةالأنظمةو4791لسنة 1للقانون رقموفقا
( 9بالتزامن مع اللائحة الحكومیة رقم )9891لسنة 7في المحاكم الدینیة ینظم في القانون رقم 
7، ینظم في القانون رقم لزوج المفقودخاصة المتعلقة بالقضیة لحالات الطلاق ، و5791لسنة 
( 9عن الزواج و اللائحة الحكومیة رقم )4791سنة 1بالتزامن مع القانون رقم 9891لسنة 
أن یتم الدعوة في ثلاث طرق ویمكن.)1(( الفقرة72( والمادة )2الفقرة )02، المادة 5791لسنة 
( وعلى 2المعروضة على المحاكم المذكورة، )لوحة الإعلانات في القضایا( مرفق في 1: )
( وسائل الإعلام ینص على خلاف ذلك من قبل المحكمة 3و)سبیل معلنا في واحد أو عدة صحف
.یدعو إلى فترة سماح مدتھا أربعة أشھر
للظروف بافي و زنھا، وفرط الحدیثة العھد، الذي فترة أربعة أشھر من لم یعد مناسالنظر
المسافة طویلة جدا بین تسجیل الحالیة، والإطار الزمني بالإضافة إلى أقل فعالیة وكفاءة لأن
عریضة الحالات، فإنھ یمكن أیضا إیداعینسىالتجارب مع مقدم الطلب بحیث أنھ من الممكن أن
المدعى علیھ / الطلب مبالغا فیھ حتى فیما یتعلق مصالحأن یقال أقل من الاھتمام ل مصالح مقدم
إلى ذلك، حل واحد للحد من مبدأ الدعاوى القضائیة كومة بسیطة بالإضافة.المدعى علیھ
یقرب حالات الغیب كل عام ماعلى المحاكم الدینیة في إندونیسیا، أن متوسط وسریعة وخفیفة
الأصلیة أخرى، إذا كانت المحكمة قد طبقت المكالمة وبعبارة٪ من حالات عدم خارق52من 
إلى شھرین وذلك بمساعدة من وسائل الاعلام المتطورة مثل المعاملات أشھر، تحولتأربعة
بین عشیة وضحاھا، على ھاند الھاتف، مركزالرسالة، فكسیمیل، البرید:الإلكترونیةالمعلومات
ة من الإنترنت )ویبسیت المحكمة الشریعة( والبرید الإلكتروني، و یمكن أن یقلل تلقائیا كوم
.یمكن تسریع الانتھاء من القضیةالحالات في المحكمة، مما یجعلھا أكثر فعالیة وكفاءة لأنھا
تركت زوجھا دون مراجعة الفقھ، قول الإمام الشافعي ، في قولھ القدیم، الزوجة التيفي
ل ذلك سنوات، وإذا كان خلاخبرا في وقتا طویلا)المفقود(، ثم قال انھ اضطر للانتظار لمدة أربع
وھذا الوضع، فإنھ یمكن تشغیل الایدا توفي أربعة الوقت كان الزوج ھو أیضا لا یعرف الخبر
وفى قول مالكى أنھ عندما تركت زوج و زوجة أشھر، ثم سمح للزوجة أن یتزوج مرة أخرى.
الطلاق على الفور لمدة  سنة أو أكثر، ثم یمكن لل قاضي / القاضي یقررفي عداد المفقودین
مثل التجارة، ویمكن لل قاضي أن یقرر الطلاق إذا لزوج المفقودحتى عندما یكون ھناك عذرا
فى یرجع للزوجة عانت ضررا كبیرا عندما كان الزوج. كماھذااشتكى الزوجة على الفور.
القاعدة الأصولیة "الضرر یزال" والتي تعني : یجب القضاء على الضرر. بالإضافة إلى أسالیب 
إلى مبادئ الفقھ والأصول، ثم محاولة تبسیط الوقت الاستدعاء استنادان لمصالح المرسلة. القانو
لأربع المحكمة الشریعةفيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظار
تحولت إلى شھرین أوعاجلا یمكن أن یعزى لأي الشریعة الإسلامیة أو في الأشھرالماضیة،
مع مساعدة من وسائل الإعلام المتقدمة سوف تكون في تكنولوجیا المعلومات.المنطق و تطویر 
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ABSTRAK
Tesis ini berjudul: ”UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG
TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA
GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” Penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang
diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari
khazanah kepustakaan dan jenis penelitian Normatif Filosofis, yaitu penelitian
terhadap asas-asas hukum tentang tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam
perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditinjau dari hukum
Islam.
Tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan
Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya terkait perkara permohonan cerai talak
dan perkara gugatan cerai. Perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak
jelas), diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, Pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 ayat (1). Pemanggilan dapat dilakukan dengan
tiga cara berikut : (1)Penempelan di papan pengumuman Pengadilan yang perkara
tersebut didaftar, (2) Dengan cara mengumumkan disatu atau beberapa surat kabar
dan (3) Mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Tenggang waktu
pemanggilan selama 4 (empat) bulan.
Mengingat dan menimbang, zaman sudah serba modern, di mana masa 4
bulan tersebut sudah tak relevan lagi dengan situasi dan kondisi masa kini, dan
tenggang waktu tersebut selain dinilai kurang efektif dan efesien karena terlalu lama
antara jarak pendaftaran dengan persidangan sehingga tidak tertutup kemungkinan
pemohon lupa dengan permohonan perkara yang diajukannya, juga dapat dikatakan
kurang memperhatikan kepentingan pemohon bahkan dinilai berlebihan dalam
memperhatikan kepentingan Tegugat/termohon. Di samping itu, salah satu solusi
mengurangi tumpukan perkara asas peradilan adalah sederhana, cepat dan ringan di
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, bahwa rata-rata perkara ghaib setiap tahun
kurang lebih 25% dari perkara non ghaib. Dengan kata lain, jika Pengadilan telah
menerapkan pemanggilan semula tengang waktu 4 bulan, berubah menjadi 2 bulan
dengan bantuan media yang canggih seperti Informasi Transaksi Elektronik (ITE):
Hand Phone (HP), SMS Center, Faksimail, Surat Pos Kilat, Internet (Website resmi
Pengadilan Agama stempat) dan Email, maka secara otomatis dapat mengurangi
tumpukan perkara yang ada di Pengadilan, sehingga lebih efektif dan efesien karena
dapat mempercepat selesainya perkara.
Dalam tinjauan Fiqh, Imam al-Syafi’i, dalam Qaul al-Qadim-nya berpendapat
bahwa seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang
lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami
juga belum diketahui khabar dan keadaannya, maka ia dapat menjalankan iddah
wafat (4 bulan), kemudian sang isteri diperbolehkan menikah lagi. Dalam Madzhab
Malikiyyah berpendapat bahwa ketika seorang istri ditinggalkan suami dan tidak
diketahui keberadaannya (mafqud/ghaib) selama 1 tahun atau lebih, maka qadhi/
hakim dapat langsung memutuskan cerai. Bahkan ketika ghaibnya suami karena ada
uzur seperti berdagang, hakim dapat langsung memutus cerai jika istri mengadu. Hal
ini disebabkan istri mengalami kemudharatan yang besar ketika suami tidak
ada.Dalam Ushul Fiqh dikenal kaidah “al-Dhararu Yuzaalu” yang artinya:
kemudharatan itu harus dihilangkan.” Di samping itu dalam ushul fiqh dikenal
metode istimbath hukum “Mashlahah al-Mursalah.” Berdasarkan kaidah fiqh dan
ushul fiqh tersebut, maka upaya mengefektifkan tenggang waktu pemanggilan
tergugat dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama dari masa 4 bulan,
berubah menjadi 2 bulan atau lebih cepat dapat dipertanggungjawabkan baik secara
hukum Islam maupun secara logika dan perkembangan teknologi informasi. Dengan
bantuan media yang canggih tersebut pada akhirnya akan dapat mewujudkan tujuan
hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
ABSTRACT
The title of this thesis is “LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974 AND
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 OF YEAR 1975 REGARDING
THE DEFENDANT IN CALL GRACE PERIOD UNSEEN VIEWED FROM
ISLAMIC LAW. " This study is included in this type of library research, because the
data are examined in the form of manuscripts, books or magazines are sourced from
the treasury of literature and types of Normative philosophical research, namely the
study of the principles of the law of grace period in case the defendant summoning
supernatural divorce in religious courts according to Law Number 1 of Year 1974 and
Government Regulation Number 9 of  Year 1975 on Marriage viewed from Islamic
Law.
The grace period supernatural calling the defendant in a divorce case is set in
Law Number 1 of Year 1974 and Government Regulation Number 9 of  Year 1975 on
Marriage. The calling party litigants in the Religious Courts regulated in Law
Number 7 of Year 1989 in conjunction with Government Regulation Number 9 of
Year 1975, especially related to the case for divorce divorce and divorce cases.
Divorce case to the unseen (the address is not found), regulated in Law Number  7 of
Year 1989 in conjunction with Law Number 1 of Year 1974 On Marriage and
Government Regulation Number 9 of Year 1975, in Article 20 paragraph (2) and
Article 27 paragraph (1). The invitation can be done in three ways: (1) Attachment in
the notice board of the court cases listed, (2) By way of announcing in one or several
newspapers and (3) Mass media otherwise specified by the Court. Calling for a grace
period of 4 months .
Considering and weighing, hyper modern era, in which the 4 month period of
no longer relevant to the present circumstances, and the time frame in addition to less
effective and efficient because the distance is too long between trial registration with
the applicant so that it is possible to forget the filing of the petition cases, it can also
be said less attention to the interests of the applicant overrated even in regard to the
interests of the defendant/respondent. In addition, one solution to reducing the
principle of judicial cases pile is simple, fast and light on Religious Courts in
Indonesia, that the average of unseen cases each year approximately 25 % of cases of
non supernatural . In other words, if the Court has applied the original call tengang 4
months, turned into two months with the help of sophisticated media such as
Information Electronic Transactions (ITE) : Hand Phone, SMS Center, Faksimail,
Overnight Mail, Internet (Websites Religious Court Official) and Email, it can
automatically reduce the pile of cases in court, making it more effective and efficient
as it can speed up the completion of the case.
In a review of Fiqh, Imam al-Shafi'i, in qaul his al-Qadeem found a wife who
left her husband without a news story in a long time, then he had to wait for four
years, if during that time the husband is also not known and the situation, then he can
run idda died (4 months), then the wife is allowed to marry again. In Malikiyyah
school of thought that when a husband and wife were left unaccounted for
(mafqud/unseen) for 1 year or more, then the qadi/judge can immediately decide
divorce. Even when there uzurpun husband ghaibnya such as trade, the judge can
decide a divorce if the wife immediately complained . This is due to the wife suffered
great harm when the husband is not found. Dalam Ushul Fiqh, known rule "al-
Dhararu Yuzaalu" which means, “the harm must be eliminated.” Besides the known
methods istimbath usul fiqh law "Mashlahah al-Mursalah," based on the principles of
fiqh and usul fiqh, then attempt to streamline the calling time limit a defendant in a
divorce case in court unseen Religion of the past 4 months, turned into 2 months or
sooner can be accounted for either Islamic law or in logic and the development of
information technology. With the help of advanced media will eventually be able to
realize the goal of which is to bring the benefit of Islamic law and rejects any harm.
التجرید
لسنة 9رقموالأنظمة الحكومیة4791لسنة 1القانون رقم: "الموضوع ھذه الرسالة
مجال الشریعة الإسلامیة."فيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظار5791
یتم الحصول على،مخطوطاتفي شكلالبیاناتفحص، لأنھ یتمالبحثمكتبةمنھذه الدراسة
مبادئدراسةوھي،المعیاریةالفلسفیةأنواع البحوثالأدب ومن خزینةأو المجلاتالكتب
وفقاالمحكمة الشریعةفيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظارالقانون
.الشریعة الإسلامیةمجالفي5791لسنة 9رقمالحكومیةالأنظمةو4791لسنة 1للقانون رقم
المحكمة الشریعةفيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظاریتم تعیین 
للمتقاضین یدعو الحزب .5791لسنة 9رقمالحكومیةالأنظمةو4791لسنة 1للقانون رقموفقا
( 9بالتزامن مع اللائحة الحكومیة رقم )9891لسنة 7في المحاكم الدینیة ینظم في القانون رقم 
7، ینظم في القانون رقم لزوج المفقودخاصة المتعلقة بالقضیة لحالات الطلاق ، و5791لسنة 
( 9عن الزواج و اللائحة الحكومیة رقم )4791سنة 1بالتزامن مع القانون رقم 9891لسنة 
أن یتم الدعوة في ثلاث طرق ویمكن.)1(( الفقرة72( والمادة )2الفقرة )02، المادة 5791لسنة 
( وعلى 2المعروضة على المحاكم المذكورة، )لوحة الإعلانات في القضایا( مرفق في 1: )
( وسائل الإعلام ینص على خلاف ذلك من قبل المحكمة 3و)سبیل معلنا في واحد أو عدة صحف
.یدعو إلى فترة سماح مدتھا أربعة أشھر
للظروف بافي و زنھا، وفرط الحدیثة العھد، الذي فترة أربعة أشھر من لم یعد مناسالنظر
المسافة طویلة جدا بین تسجیل الحالیة، والإطار الزمني بالإضافة إلى أقل فعالیة وكفاءة لأن
عریضة الحالات، فإنھ یمكن أیضا إیداعینسىالتجارب مع مقدم الطلب بحیث أنھ من الممكن أن
المدعى علیھ / الطلب مبالغا فیھ حتى فیما یتعلق مصالحأن یقال أقل من الاھتمام ل مصالح مقدم
إلى ذلك، حل واحد للحد من مبدأ الدعاوى القضائیة كومة بسیطة بالإضافة.المدعى علیھ
یقرب حالات الغیب كل عام ماعلى المحاكم الدینیة في إندونیسیا، أن متوسط وسریعة وخفیفة
الأصلیة أخرى، إذا كانت المحكمة قد طبقت المكالمة وبعبارة٪ من حالات عدم خارق52من 
إلى شھرین وذلك بمساعدة من وسائل الاعلام المتطورة مثل المعاملات أشھر، تحولتأربعة
بین عشیة وضحاھا، على ھاند الھاتف، مركزالرسالة، فكسیمیل، البرید:الإلكترونیةالمعلومات
ة من الإنترنت )ویبسیت المحكمة الشریعة( والبرید الإلكتروني، و یمكن أن یقلل تلقائیا كوم
.یمكن تسریع الانتھاء من القضیةالحالات في المحكمة، مما یجعلھا أكثر فعالیة وكفاءة لأنھا
تركت زوجھا دون مراجعة الفقھ، قول الإمام الشافعي ، في قولھ القدیم، الزوجة التيفي
ل ذلك سنوات، وإذا كان خلاخبرا في وقتا طویلا)المفقود(، ثم قال انھ اضطر للانتظار لمدة أربع
وھذا الوضع، فإنھ یمكن تشغیل الایدا توفي أربعة الوقت كان الزوج ھو أیضا لا یعرف الخبر
وفى قول مالكى أنھ عندما تركت زوج و زوجة أشھر، ثم سمح للزوجة أن یتزوج مرة أخرى.
الطلاق على الفور لمدة  سنة أو أكثر، ثم یمكن لل قاضي / القاضي یقررفي عداد المفقودین
مثل التجارة، ویمكن لل قاضي أن یقرر الطلاق إذا لزوج المفقودحتى عندما یكون ھناك عذرا
فى یرجع للزوجة عانت ضررا كبیرا عندما كان الزوج. كماھذااشتكى الزوجة على الفور.
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مع مساعدة من وسائل الإعلام المتقدمة سوف تكون في تكنولوجیا المعلومات.المنطق و تطویر 
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ABSTRAK
Tesis ini berjudul: ”UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG
TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA
GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” Penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang
diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari
khazanah kepustakaan dan jenis penelitian Normatif Filosofis, yaitu penelitian
terhadap asas-asas hukum tentang tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam
perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditinjau dari hukum
Islam.
Tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan
Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya terkait perkara permohonan cerai talak
dan perkara gugatan cerai. Perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak
jelas), diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, Pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 ayat (1). Pemanggilan dapat dilakukan dengan
tiga cara berikut : (1)Penempelan di papan pengumuman Pengadilan yang perkara
tersebut didaftar, (2) Dengan cara mengumumkan disatu atau beberapa surat kabar
dan (3) Mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Tenggang waktu
pemanggilan selama 4 (empat) bulan.
Mengingat dan menimbang, zaman sudah serba modern, di mana masa 4
bulan tersebut sudah tak relevan lagi dengan situasi dan kondisi masa kini, dan
tenggang waktu tersebut selain dinilai kurang efektif dan efesien karena terlalu lama
antara jarak pendaftaran dengan persidangan sehingga tidak tertutup kemungkinan
pemohon lupa dengan permohonan perkara yang diajukannya, juga dapat dikatakan
kurang memperhatikan kepentingan pemohon bahkan dinilai berlebihan dalam
memperhatikan kepentingan Tegugat/termohon. Di samping itu, salah satu solusi
mengurangi tumpukan perkara asas peradilan adalah sederhana, cepat dan ringan di
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, bahwa rata-rata perkara ghaib setiap tahun
kurang lebih 25% dari perkara non ghaib. Dengan kata lain, jika Pengadilan telah
menerapkan pemanggilan semula tengang waktu 4 bulan, berubah menjadi 2 bulan
dengan bantuan media yang canggih seperti Informasi Transaksi Elektronik (ITE):
Hand Phone (HP), SMS Center, Faksimail, Surat Pos Kilat, Internet (Website resmi
Pengadilan Agama stempat) dan Email, maka secara otomatis dapat mengurangi
tumpukan perkara yang ada di Pengadilan, sehingga lebih efektif dan efesien karena
dapat mempercepat selesainya perkara.
Dalam tinjauan Fiqh, Imam al-Syafi’i, dalam Qaul al-Qadim-nya berpendapat
bahwa seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang
lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami
juga belum diketahui khabar dan keadaannya, maka ia dapat menjalankan iddah
wafat (4 bulan), kemudian sang isteri diperbolehkan menikah lagi. Dalam Madzhab
Malikiyyah berpendapat bahwa ketika seorang istri ditinggalkan suami dan tidak
diketahui keberadaannya (mafqud/ghaib) selama 1 tahun atau lebih, maka qadhi/
hakim dapat langsung memutuskan cerai. Bahkan ketika ghaibnya suami karena ada
uzur seperti berdagang, hakim dapat langsung memutus cerai jika istri mengadu. Hal
ini disebabkan istri mengalami kemudharatan yang besar ketika suami tidak
ada.Dalam Ushul Fiqh dikenal kaidah “al-Dhararu Yuzaalu” yang artinya:
kemudharatan itu harus dihilangkan.” Di samping itu dalam ushul fiqh dikenal
metode istimbath hukum “Mashlahah al-Mursalah.” Berdasarkan kaidah fiqh dan
ushul fiqh tersebut, maka upaya mengefektifkan tenggang waktu pemanggilan
tergugat dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama dari masa 4 bulan,
berubah menjadi 2 bulan atau lebih cepat dapat dipertanggungjawabkan baik secara
hukum Islam maupun secara logika dan perkembangan teknologi informasi. Dengan
bantuan media yang canggih tersebut pada akhirnya akan dapat mewujudkan tujuan
hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
ABSTRACT
The title of this thesis is “LAW NUMBER 1 OF YEAR 1974 AND
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 OF YEAR 1975 REGARDING
THE DEFENDANT IN CALL GRACE PERIOD UNSEEN VIEWED FROM
ISLAMIC LAW. " This study is included in this type of library research, because the
data are examined in the form of manuscripts, books or magazines are sourced from
the treasury of literature and types of Normative philosophical research, namely the
study of the principles of the law of grace period in case the defendant summoning
supernatural divorce in religious courts according to Law Number 1 of Year 1974 and
Government Regulation Number 9 of  Year 1975 on Marriage viewed from Islamic
Law.
The grace period supernatural calling the defendant in a divorce case is set in
Law Number 1 of Year 1974 and Government Regulation Number 9 of  Year 1975 on
Marriage. The calling party litigants in the Religious Courts regulated in Law
Number 7 of Year 1989 in conjunction with Government Regulation Number 9 of
Year 1975, especially related to the case for divorce divorce and divorce cases.
Divorce case to the unseen (the address is not found), regulated in Law Number  7 of
Year 1989 in conjunction with Law Number 1 of Year 1974 On Marriage and
Government Regulation Number 9 of Year 1975, in Article 20 paragraph (2) and
Article 27 paragraph (1). The invitation can be done in three ways: (1) Attachment in
the notice board of the court cases listed, (2) By way of announcing in one or several
newspapers and (3) Mass media otherwise specified by the Court. Calling for a grace
period of 4 months .
Considering and weighing, hyper modern era, in which the 4 month period of
no longer relevant to the present circumstances, and the time frame in addition to less
effective and efficient because the distance is too long between trial registration with
the applicant so that it is possible to forget the filing of the petition cases, it can also
be said less attention to the interests of the applicant overrated even in regard to the
interests of the defendant/respondent. In addition, one solution to reducing the
principle of judicial cases pile is simple, fast and light on Religious Courts in
Indonesia, that the average of unseen cases each year approximately 25 % of cases of
non supernatural . In other words, if the Court has applied the original call tengang 4
months, turned into two months with the help of sophisticated media such as
Information Electronic Transactions (ITE) : Hand Phone, SMS Center, Faksimail,
Overnight Mail, Internet (Websites Religious Court Official) and Email, it can
automatically reduce the pile of cases in court, making it more effective and efficient
as it can speed up the completion of the case.
In a review of Fiqh, Imam al-Shafi'i, in qaul his al-Qadeem found a wife who
left her husband without a news story in a long time, then he had to wait for four
years, if during that time the husband is also not known and the situation, then he can
run idda died (4 months), then the wife is allowed to marry again. In Malikiyyah
school of thought that when a husband and wife were left unaccounted for
(mafqud/unseen) for 1 year or more, then the qadi/judge can immediately decide
divorce. Even when there uzurpun husband ghaibnya such as trade, the judge can
decide a divorce if the wife immediately complained . This is due to the wife suffered
great harm when the husband is not found. Dalam Ushul Fiqh, known rule "al-
Dhararu Yuzaalu" which means, “the harm must be eliminated.” Besides the known
methods istimbath usul fiqh law "Mashlahah al-Mursalah," based on the principles of
fiqh and usul fiqh, then attempt to streamline the calling time limit a defendant in a
divorce case in court unseen Religion of the past 4 months, turned into 2 months or
sooner can be accounted for either Islamic law or in logic and the development of
information technology. With the help of advanced media will eventually be able to
realize the goal of which is to bring the benefit of Islamic law and rejects any harm.
التجرید
لسنة 9رقموالأنظمة الحكومیة4791لسنة 1القانون رقم: "الموضوع ھذه الرسالة
مجال الشریعة الإسلامیة."فيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظار5791
یتم الحصول على،مخطوطاتفي شكلالبیاناتفحص، لأنھ یتمالبحثمكتبةمنھذه الدراسة
مبادئدراسةوھي،المعیاریةالفلسفیةأنواع البحوثالأدب ومن خزینةأو المجلاتالكتب
وفقاالمحكمة الشریعةفيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظارالقانون
.الشریعة الإسلامیةمجالفي5791لسنة 9رقمالحكومیةالأنظمةو4791لسنة 1للقانون رقم
المحكمة الشریعةفيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظاریتم تعیین 
للمتقاضین یدعو الحزب .5791لسنة 9رقمالحكومیةالأنظمةو4791لسنة 1للقانون رقموفقا
( 9بالتزامن مع اللائحة الحكومیة رقم )9891لسنة 7في المحاكم الدینیة ینظم في القانون رقم 
7، ینظم في القانون رقم لزوج المفقودخاصة المتعلقة بالقضیة لحالات الطلاق ، و5791لسنة 
( 9عن الزواج و اللائحة الحكومیة رقم )4791سنة 1بالتزامن مع القانون رقم 9891لسنة 
أن یتم الدعوة في ثلاث طرق ویمكن.)1(( الفقرة72( والمادة )2الفقرة )02، المادة 5791لسنة 
( وعلى 2المعروضة على المحاكم المذكورة، )لوحة الإعلانات في القضایا( مرفق في 1: )
( وسائل الإعلام ینص على خلاف ذلك من قبل المحكمة 3و)سبیل معلنا في واحد أو عدة صحف
.یدعو إلى فترة سماح مدتھا أربعة أشھر
للظروف بافي و زنھا، وفرط الحدیثة العھد، الذي فترة أربعة أشھر من لم یعد مناسالنظر
المسافة طویلة جدا بین تسجیل الحالیة، والإطار الزمني بالإضافة إلى أقل فعالیة وكفاءة لأن
عریضة الحالات، فإنھ یمكن أیضا إیداعینسىالتجارب مع مقدم الطلب بحیث أنھ من الممكن أن
المدعى علیھ / الطلب مبالغا فیھ حتى فیما یتعلق مصالحأن یقال أقل من الاھتمام ل مصالح مقدم
إلى ذلك، حل واحد للحد من مبدأ الدعاوى القضائیة كومة بسیطة بالإضافة.المدعى علیھ
یقرب حالات الغیب كل عام ماعلى المحاكم الدینیة في إندونیسیا، أن متوسط وسریعة وخفیفة
الأصلیة أخرى، إذا كانت المحكمة قد طبقت المكالمة وبعبارة٪ من حالات عدم خارق52من 
إلى شھرین وذلك بمساعدة من وسائل الاعلام المتطورة مثل المعاملات أشھر، تحولتأربعة
بین عشیة وضحاھا، على ھاند الھاتف، مركزالرسالة، فكسیمیل، البرید:الإلكترونیةالمعلومات
ة من الإنترنت )ویبسیت المحكمة الشریعة( والبرید الإلكتروني، و یمكن أن یقلل تلقائیا كوم
.یمكن تسریع الانتھاء من القضیةالحالات في المحكمة، مما یجعلھا أكثر فعالیة وكفاءة لأنھا
تركت زوجھا دون مراجعة الفقھ، قول الإمام الشافعي ، في قولھ القدیم، الزوجة التيفي
ل ذلك سنوات، وإذا كان خلاخبرا في وقتا طویلا)المفقود(، ثم قال انھ اضطر للانتظار لمدة أربع
وھذا الوضع، فإنھ یمكن تشغیل الایدا توفي أربعة الوقت كان الزوج ھو أیضا لا یعرف الخبر
وفى قول مالكى أنھ عندما تركت زوج و زوجة أشھر، ثم سمح للزوجة أن یتزوج مرة أخرى.
الطلاق على الفور لمدة  سنة أو أكثر، ثم یمكن لل قاضي / القاضي یقررفي عداد المفقودین
مثل التجارة، ویمكن لل قاضي أن یقرر الطلاق إذا لزوج المفقودى عندما یكون ھناك عذراحت
فى یرجع للزوجة عانت ضررا كبیرا عندما كان الزوج. كماھذااشتكى الزوجة على الفور.
القاعدة الأصولیة "الضرر یزال" والتي تعني : یجب القضاء على الضرر. بالإضافة إلى أسالیب 
إلى مبادئ الفقھ والأصول، ثم محاولة تبسیط الوقت الاستدعاء استنادان لمصالح المرسلة. القانو
لأربع المحكمة الشریعةفيفي حالات الطلاق لزوج المفقودللمتھمفي قید الانتظار
تحولت إلى شھرین أوعاجلا یمكن أن یعزى لأي الشریعة الإسلامیة أو في الأشھرالماضیة،
مع مساعدة من وسائل الإعلام المتقدمة سوف تكون في تكنولوجیا المعلومات.المنطق و تطویر 
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